
: 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR /)TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12  TAHUN 
2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 
menyatakan bahwa Kepala daerah penetapkan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang kebijakan akuntansi 
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 harus 
segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; 

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12  Tahun 20 18 tentang 
kebijakan akuntansi masih perlu disempurnakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2018 
tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4339); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14  Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20 14  Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 20 12  Tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 12 Nomor 1 7 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 12 ·  Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4322); 
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12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5165) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 201 1  
Nomor 450); 

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12  
Nomor 903); 

18 .  Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425 ) ;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 20 15 
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan 
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

2 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2018 
tentang Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549); 

22. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyusunan Penilaian Barang Milik Deareh 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1 ) ;  

23 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2); 

24 . Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 49 Tahun 2010 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah 
Ka bu paten Kolaka Utara Nomor 49); 
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25. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 
Kabupaten kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 
2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

Pasal 1 

Berapa ketentuan dalam Lampiran 10 Persediaan dan 
Lampiran 12  Aset Tetap, Peraturan Bupati Kolaka Utara 
Nomor 12 Tahun 2018  tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara 
Tahun 2018  Nomor 12 ) ,  diubah sebagaimana terlampir dan 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati Kolaka Utara ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara Ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

Ditatapkan di Lasusua 
pada tanggal 2? Sp/nu 202p 

BUPATIKOV 
G' 

H. NUR RAHMAN UMAR 

Diungkangkan di Lasusua 
Pada tanggal 2a Supkml 2020 

SEER1ARIS DAERAH KOLAKA UTARA 
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